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PIAGAM KOMITE AUDIT

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk

A. TUJUAN DAN DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
I. Tujuan Pembentukan

A.l.1. Dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, PT.
Pioneerindo Gourmet International, Tbk wajib memiliki Komite Audit.

A.l.2. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Il. Dasar Pembentukan
All.l. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 April 2018 tentang susunan Ketua

dan ANggola Romite AUdIL F 1. Floneernnuo sournmet internauonal, 1ok

A.ll.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

I.  Tugas dan Tanggung Jawab
B.I.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten

atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau otoritas antara lain laporan
keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten
atau Perusahaan Publik;

B.l.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

B.1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara

manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;

B.l.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan
Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan

imbalan jasa;
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B.1.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

B.l.6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang
dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

B.I.L7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

B.I.8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya

potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan;

B.I.9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan
Publik.

. Wewenang
B.Il.1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang aset liabilitas,

dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

B.1l.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang
menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal
terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

B.Il.3.  Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan
untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

B.ll.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. KOMPOSISI, PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

I. Komposisi

C.I.11. Komite Audit minimum terdiri dari 3 (liga) orang anggota yang berasal dari

Komisaris Independen dan pihak luar perusahaan.
C.1.2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua : Komisaris Independen

T
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Anggota : Minimum 2 (dua) pihak eksternal yang independen

Il. Persyaratan Keanggotaan
Persyaratan seorang anggota Komite Audit terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Persyaratan Teknis

C.I.1.1.  Wajib memiliki integritas yang tinggi, jujur, kemampuan, pengetahuan,
pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi

dengan baik;

C.1l.11.2.  Mengerti dan memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang
terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit,
manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

C.1.11.3.  Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang — undangan
di bidang pasar modal dan peraturan perundang — undangan lainnya;

C.Il.1.4. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan
dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

2.  Persyaratan Independensi

C.11.2.1.  Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
kecuali Komisaris Independen;

cll.22. Bukan merupakan orang yang bekerja pada perusahaan Kantor Akuntan Publik,
Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang
memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa
konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam)
bulan terakhir;

C.1.2.3.  Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

C.l.2.4. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik

langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham
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tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

C.11.2.5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut; dan

C.ll.2.6.  Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

Ill.  Struktur Organisasi

BOC

Board of Commissioners

B Audit Committee

Corporate




D. TATA CARA DAN PERAN

I. TataCara
D.I.1. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan

memperhatikan peraturan yang terkait.

B2 Komite Audit berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris memiliki hak akses atas
informasi yang ada di perusahaan dari Direksi, Unit Audit Internal (UAI) dan semua
satuan organisasi perusahaan. Jika terjadi kasus/ indikasi penyimpangan, Komite
Audit perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus tersebut.

D.1.3. Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta saran dan
bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

D.1.4. Kinerja Komite Audit dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat
Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

D.I.5. Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan

yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

D.1.6. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-

prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi dan fairness (Keadilan).

0 jor /8 Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpegang teguh pada kode etik profesi,
baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun
kode etik profesi Komite Audit.

Il. Peran
Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem

pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
Maka hubungan kerja UAI (Unit Audit Internal) dengan Komite Audit adalah :

D.Il.1. Sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan pengawasan operasional

Perusahaan.

D.Il.2. Komite Audit melakukan penilaian pelaksanan tugas UAIl sehingga dapat
dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

)
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E. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3

(tiga) bulan dengan agenda rapat yang sebelumnya telah ditetapkan dan disepakati
oleh Ketua.

2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 7z (satu
per dua) jumlah anggota.

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat
perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang di tandatangani oleh seluruh anggota
Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Risalah Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada
dewan komisaris.

6. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi

dan Dewan Komisaris apabila diundang.

F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN
1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan

yang diberikan.

2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang
diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

3. Komite Audit wajib mengingatkan Dewan Komisaris tentang kewajiban Perusahaan
untuk menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan
pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah
pengangkatan atau pemberhentian.

4. nformasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam

angka 3 (tiga) wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website)
Perusahaan.

G. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN
SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

e )
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Perusahaan memiliki Pedoman dan Prosedur Penanganan dan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing). Pedoman ini merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi
pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi
dalam Perusahaan. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) yaitu sebagai
berikut :

I Pelaporan dilakukan secara tertulis

G.1.1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada perusahaan c.q Dewan
Komisaris, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui

pos ke Perusahaan.

G.l.2. Melalui e-mail www.cfcindonesia.com

G.1.3. Disampaikan ke alamat resmi : CFC CENTER JI. Palmerah Utara No.100
Jakarta Barat 11480.

G.l.4. Pelaporan pelanggaran secara tertulis dilengkapi fotokopi identitas dan
dokumen pendukung seperti : dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang

dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
G.1.5. Melalui Form di website Perusahaan.
Il. Perwakilan stakeholders

Apabila pelaporan pelanggaran diajukan perwakilan stakeholders, maka selain dokumen di
atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu :

G.I.1. Fotokopi buku identitas stakeholders dan perwakilan stakeholders.
G.I.2.  Surat kuasa dari stakeholders.

G.I.3. Jika perwakilan stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus
dilampirkan dengan dokumen yang dinyatakan bahwa pihak yang mengajukan
Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum

tersebut.

lll. Penerima Pelaporan Pelanggaran oleh Perusahaan

%/
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G.IIl.1. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh
stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders baik secara lisan maupun

tertulis.

G.II.2. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur
penyelesaian Pelaporan Pelanggaran pada saat stakeholders dan/atau

perwakilan stakeholders mengajukan Pelaporan Pelanggaran.

G.lIIL.3. Perusahaan memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan
secara tertulis.

G.lll.4. Penerima pelaporan pelanggaran adalah Dewan Komisaris ¢.q. Komite Audit
Perusahaan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh organ perusahaan
dalam rangka implementasi GCG (Good Corporate Governance) di perusahaan.

H. MASA TUGAS KOMITE AUDIT
I. Masa kerja anggota Komite Audit ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk
1 (satu) periode berikutnya.

Il. Keanggotaan dalam Komite Audit dapat berakhir sebelum berakhirnya masa jabatan
anggota Komite Audit, karena :

H.Il.1.  Meninggal dunia
H.Il.2. Mengundurkan diri

H.I.3. Berhalangan tetap atau menderita sakit fisik dan/atau mental sehingga tidak
dapat menyelesaikan masa jabatannya

H.11.4. Cacat hukum

H.Il.5.  Berakhir dan tidak diperpanjangnya lagi masa jabatan sebagai anggota Dewan
Komisaris, bagi anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris

lll. Untuk menggantikan Komite Audit yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya
karena faktor-faktor tersebut dalam butir 2, proses pemilihan ulang akan dilakukan paling

B/
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lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan anggota Komite
Audit.

IV. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan anggota Komite Audit setelah terlebih
dahulu mendiskusikan masalah tersebut bersama Komite Audit.

I. LAIN - LAIN
1. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) PT. Pioneerindo Gourmet
International, Tbk. ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, maka Piagam

Komite Audit (Audit Committee Charter) ini akan ditinjau dan direview secara berkala.

Disetujui oleh,

Dewan Komisaris PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk.

M s

Murniaty Kartono Kusuwandi Tamin Tjhin Leeris Harni
Komisaris Utama & Komisaris Komisaris

Komisaris Independent

Ditetapkan di Jakarta, 18 Desember 2019 oleh,

Direksi PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk.,
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